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ABSTRAK 

Kecelakaan lalu lintas biasanya terjadi karena kealpaan seseorang, peristiwa 

kecelakaan lalu lintas tersebut banyak menimbulkan berbagai macam akibat di 

antaranya adalah mengakibatkan korban kecelakaan lalu lintas mengalami 

kerusakan pada kendaraan adapula yang mengalami luka ringan, luka berat 

maupun sampai meninggal dunia. Penyelesaian terhadap tindak pidana kecelakaan 

lalu lintas oleh aparat kepolisian pada umumnya menggunakan proses acara 

peradilan pidana, namun tidak jarang pula dalam pelaksanaan penyelesaian 

terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut tidak diproses sesuai dengan 

acara peradilan pidana yaitu dengan penyelesaian di luar pengadilan. Seperti 

Kasus kecelakaan lalu lintas dengan berkas perkara No. Pol: 

LP/106/II/2014/Lantas. Kasus tersebut diselesaikan melalui proses perdamaian. 

Dengan adanya permasalahan tersebut penyusun tertarik untuk membahas dua 

pokok masalah yaitu Bagaimana penyelesaian non-penal terhadap perkara 

kecelakaan lalu lintas No. Pol: LP/106/II/2014/Lantas di Polres Bantul serta 

Apakah penyelesaian non-penal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kombinasi 

antara penelitian lapangan (field research) dan penlitian pustaka (library 

research) yaitu penelitian yang obyeknya langsung dari Polres Bantul dan 

tersangka kecelakaan lalu lintas berupa data yang didapatkan dari hasil 

wawancara dan informasi dari Polres Bantul yang dilengkapi dan diperkuat 

dengan buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Penyusun 

menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang mana pendekatan yuridis yaitu 

pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas dilihat 

dari  Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan kemudian dilanjutkan dengan menggunakan pendekatan empiris, yang mana 

untuk bahan cross cek guna mengklarifikasi kebenaran hasil penelitian yang 

didapatkan dari Polres Bantul dan dianalisis dengan Undang-undang No. 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

 

 Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun bahwa 

penyelesaian non-penal terhadap perkara kecelakaan lalu lintas No. Pol: 

LP/106/II/2014/Lantas di Polres Bantul ditempuh karena banyaknya permintaan 

dari masyarakat yang menginginkan kasusnya cepat segera terselesaikan. Pada 

saat penyelesaian non-penal tersebut para pihak yaitu pihak korban dan pihak 

tersangka melakukan pertemuan guna bermusyawarah, dalam musyawarah 

tersebut kedua belah pihak sama-sama memberitahukan apa yang diinginkan, 

apabila terjadi sebuah kesepakatan maka hasilnya dibuat dalam bentuk surat 

kesepakatan damai. Penyelesaian di luar pengadilan tersebut dilakukan dengan 

adanya kewenangn diskresi kepolisian yang berhak melakukan tindakan lain 

dengan penilaian pribadi guna mencapai keadilan. Penyelesaian non-penal 

tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun, 

penyelesaian tersebut tetap dilaksanakan guna mencapai keadilan restoratif. 
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“Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya tinggal 

bagaimana kita berikhtiar dan berdoa untuk menuju 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan 

perkembangan model transportasi di Indonesia baik udara, darat, maupun laut 

menjadi sangat beragam dan semakin cepat. Perkembangan transportasi, 

khususnya transportasi darat telah semakin mempermudah mobilitas masyarakat 

dari satu daerah ke daerah lain, namun di sisi lain seperti yang terlihat hampir di 

semua kota-kota besar telah berdampak pada munculnya berbagai permasalahan 

lalu lintas seperti pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang dari 

waktu ke waktu semakin kompleks. 

Permasalahan lalu lintas yang selalu menjadi sorotan utama salah satunya 

adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Adapun pengertian kecelakaan lalu lintas 

yang terdapat pada pasal 1 ayat (24) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas 

adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan 

kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban 

manusia dan/atau kerugian harta benda.
1
 

Pada umumnya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kecelakaan lalu 

lintas adalah karena kelalaian dari manusia itu sendiri, kondisi jalan yang rusak, 

kelayakan kendaraan yaitu yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 

                                                           
1
Pasal 1 ayat (24) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 
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(SNI) sehingga menyebabkan ketidakstabilan ketika kendaraan tersebut 

digunakan, dan bisa juga karena belum optimalnya penegakan hukum lalu lintas, 

dan biasanya orang-orang akan dapat leluasa menerobos lampu merah karena 

tidak adanya polisi yang berjaga di pos polisi padahal hal tersebut akan 

membahayakan dirinya sendiri dan bisa jadi membahayakan orang lain, dan juga 

seperti jarangnya dilakukan operasi lalu lintas oleh pihak kepolisian sehingga para 

pengendara menyepelekan dan bertindak seenaknya sendiri, dan juga saat ini 

sudah banyak sekali anak-anak remaja yang belum mempunyai Surat Izin 

Mengemudi (SIM) tetapi mereka dengan mudahnya menggunakan kendaraan baik 

motor maupun mobil di jalanan dan akibatnya ketika berkendara para remaja 

tersebut cenderung bersifat ugal-ugalan dalam artian berkendara seenaknya 

sendiri, padahal seharusnya para pengendara harus mengutamakan 

keselamatannya sendiri dan juga keselamatan orang lain. Faktor-faktor itulah yang 

sekiranya menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. 

Walaupun pada dasarnya kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang 

tidak diinginkan atau tidak disengaja baik dari pihak korban maupun dari pihak 

tersangka, namun kasus kecelakaan lalu lintas tersebut tetap harus diselesaikan. 

Penyelesaiaan kasus kecelakaan lalu lintas pada umumnya diselesaikan sesuai 

dengan proses acara peradilan pidana. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan 

dalam Pasal 230 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diproses 
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dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Setelah penyusun melakukan pra penelitian di Polres Bantul, penyusun 

menemukan suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti yaitu terkait 

penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini penyusun hanya 

menggunakan satu kasus kecelakaan lalu lintas saja, yaitu dengan berkas perkara 

No. Pol: LP/106/II/2014/Lantas. Dalam berkas perkara tersebut menjelaskan telah 

terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari kamis tanggal 13 februari 2014, 

sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Ring Road Selatan tepatnya di Simpang Lima 

Gondowulung Dusun Dladan Tamanan Banguntapan Bantul. Kecelakaan lalu 

lintas tersebut melibatkan dua kendaraan yaitu Kbm Honda Sedan dan Kbm 

Mitsubishi Light Truck yang mengakibatkan kerusakan pada kedua kendaraan 

tersebut dan satu orang mengalami luka berat. Dari penjelasan kasus tersebut 

dapat dikatakan bahwa kasus kecelakaan lalu lintas tersebut dikategorikan sebagai 

kecelakaan berat. 

Kasus kecelakaan lalu lintas dengan berkas perkara No. Pol: 

LP/106/II/2014/Lantas tersebut diselesaikan melalui proses perdamaian. Dalam 

hukum positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar 

pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian 

perkara di luar pengadilan. Namun, pada kenyataannya ketika terdapat kasus 

kecelakaan lalu lintas tidak selamanya kasus tersebut berakhir di pengadilan, 

seperti kasus yang telah penyusun jelaskan di atas. 
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Dalam praktek sehari-hari Polisi sebagai penyidik khusunya dalam 

menangani perkara lalu lintas yang menyebabkan luka-luka maupun meninggal 

dunia pada diri orang lain dapat menerima penyelesaiannya dilakukan di luar 

pengadilan, meskipun perkara tersebut termasuk delik biasa. Hal ini timbul karena 

Undang-Undang tidak dapat menampung semua perbuatan yang ada di 

masyarakat.
2
 

B.      Pokok Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun merumuskan pokok 

permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana penyelesaian non-penal terhadap tindak pidana kecelakaan 

lalu lintas No. Pol: LP/106/II/2014/Lantas di Polres Bantul? 

2. Apakah penyelesaian non-penal tersebut sesuai dengan Undang-

Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? 

C.     Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan yang akan dicapai dlam penelitian ini adalah: 

a. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang 

penyelesaian non-penal terhadap tindak pidana kecelakaan lalu 

lintas No. Pol: LP/106/II/2014/Lantas di Polres Bantul. 

b. Untuk mengetahui dan menemukan data tentang penyelesaian 

non-penal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

                                                           
2
Setio Agus Samapto, “Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Terhadap Dugaan 

Kejahatan Pasal 359 KUHP dalam Perkara Lalu Lintas” Jurnal Manajerial Vol. 5 No. 2 

September 2009, STMIK Amikom, hlm. 9. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan masukan 

berupa pemikiran khususnya pada hukum pidana tentang 

pelaksanaan penyelesaian non-penal dalam kecelakaan lalu 

lintas, penyelesaian tersebut ditempuh untuk mewujudkan 

perlindungan terhadap masyarakat (social defence) dan 

mensejahterakan masyarakat (social welfare). 

b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan bagi penyusun dan pembaca pada umumnya, dan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum 

khususnya aparat kepolisian yang menangani kasus kecelakaan 

lalu lintas. 

c. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan untuk kemajuan ilmu hukum khususnya 

untuk hukum pidana dalam penyelesaian kasus kecelakaan tidak 

selamanya melalui prosedur formal melainkan dapat 

diselesaikan dengan cara perdamaian, apabila para pihak sepakat 

untuk berdamai. 

D. Telaah Pustaka 

 Setelah melakukan penelusuran penyusun menemukan beberapa literatur 

yang membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 
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kecelakaan lalu lintas. Beberapa literatur yang berhubungan dengan permasalahan 

tersebut adalah : 

“Kontribusi Konsep Diyat Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi 

Undang-Undang No. 22 Th. 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)” 

skripsi ini disusun oleh Muhammad Luthfi Musthafa Fakultas Syari’ah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Skripsi tersebut memaparkan 

mengenai bentuk perhatian terhadap hak dan kepentingan pihak korban 

kecelakaan lalu lintas menurut konsep diyat serta pertanggungjawaban pelaku 

tindak pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas menurut konsep diyat dan 

pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka.
3
 Penelitian 

tersebut berbeda dengan yang akan diteliti oleh penyusun karena penyusun 

membahas mengenai penyelesaian non-penal dalam kecelakaan lalu lintas No. 

Pol: LP/106/II/2014/Lantas di Polres Bantul dan penyelesaian non-penal tersebut 

sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, serta penyusun menggunakan pendekatan penelitian yuridis 

empiris. 

 “Penanganan Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di 

Polrestabes Bandung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dihubungkan Dengan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana” skripsi ini disusun oleh Achmad S Fakultas Hukum 

UNLA. Skripsi tersebut memaparkan tentang penanganan perkara tindak pidana 

                                                           
3
Muhammad Luthfi Musthafa, “Kontribusi Konsep Diyat Dalam Kasus Kecelakaan Lalu 

Lintas (Studi Undang-Undang No. 22 Th. 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan),” Skripsi 

sarjana Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2012), hlm. 6. 
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kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas di Polrestabes Bandung serta memaparkan 

tentang kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian tindak pidana kelalaian 

dalam kecelakaan lalu lintas di Polrestabes Bandung, skripsi tersebut 

menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif.
4
 Penelitian tersebut berbeda 

dengan yang akan diteliti oleh penyusun karena penyusun membahas mengenai 

penyelesaian non-penal dalam kecelakaan lalu lintas No. Pol: 

LP/106/II/2014/Lantas di Polres Bantul dan penyelesaian non-penal tersebut 

sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, serta penyusun menggunakan pendekatan penelitian yuridis 

empiris. 

 “Praktek Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat 

Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Yang dilakukan Oleh Pengemudi 

Kendaraan Bermotor Di Yogyakarta” skripsi ini disusun oleh Nurdinsyah 

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Skripsi tersebut 

memaparkan tentang kebijakan yang diterapkan kepolisian dalam penyelesaian 

tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang akibat 

kealpaan serta dasar-dasar kebijakan kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana 

kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh 

pengemudi kendaraan bermotor. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

                                                           
4
Achmad S, “Penanganan Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di 

Polrestabes Bandung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jalan Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” skripsi sarjana 

UNLA (2011), hlm. vi. 



8 
 

pendekatan hukum empiris.
5
 Penelitian tersebut berbeda dengan yang akan diteliti 

oleh penyusun karena penyusun membahas mengenai penyelesaian non-penal 

dalam kecelakaan lalu lintas No. Pol: LP/106/II/2014/Lantas di Polres Bantul dan 

penyelesaian non-penal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta penyusun menggunakan 

pendekatan penelitian yuridis empiris. 

 “Kendala Penyidikan Tindak Pidana Culpa Pada Perkara Kecelakaan Lalu 

Lintas yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi di Satlantas Polres Malang” 

skripsi ini disusun oleh Arin Pratiwi Quarta Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya Malang. Skripsi tersebut memaparkan mengenai pelaksanaan 

penyidikan, kendala dalam penyidikan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

kendala penyidikan pada lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban dan 

pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis.
6
 Penelitian 

tersebut berbeda dengan yang akan diteliti oleh penyusun karena penyusun 

membahas mengenai penyelesaian non-penal dalam kecelakaan lalu lintas No. 

Pol: LP/106/II/2014/Lantas di Polres Bantul dan penyelesaian non-penal tersebut 

sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, serta penyusun menggunakan pendekatan penelitian yuridis 

empiris. 

                                                           
5
Nurdinsyah, “Praktek Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kealpaan 

Yang Menyebabkan Matinya Orang Yang dilakukan Oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor Di 

Yogyakarta,” skripsi sarjana Universitas Islam Indonesia (2012), hlm. vi. 

6
Arin Pratiwi quarta, “Kendala Penyidikan Tindak Pidana Culpa Pada Perkara Kecelakaan 

Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi di Satlantas Polres Malang)”, skripsi 

sarjana Universitas Brawijaya (2009), hlm. 5. 
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 “Delik Culpa dalam Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan Dengan Pasal 

359 Juncto Pasal 360”. Skripsi ini disusun oleh Nana Sutarna Subari Fakultas 

Hukum Universitas Langlangbuana.
7
 Skripsi ini memaparkan mengenai 

penanganan perkara delik culpa dalam kecelakaan lalu lintas dan hambatan, 

penyelesaian, dan pengaturan yang lebih baik lagi di dalam menangani perkara 

delik culpa kecelakaan lalu lintas, dan penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian yuridis normatif. Penelitian tersebut berbeda dengan yang akan diteliti 

oleh penyusun karena penyusun membahas mengenai penyelesaian non-penal 

dalam kecelakaan lalu lintas No. Pol: LP/106/II/2014/Lantas di Polres Bantul dan 

penyelesaian non-penal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta penyusun menggunakan 

pendekatan penelitian yuridis empiris. 

E. Kerangka Teoretik 

Menurut Prof. Sudarto sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, 

beliau mengemukakan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan “suatu 

usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.
8
 

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya 

merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) 

dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu 

                                                           
7
Nana Sutarna Subari, “Delik Culpa dalam Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan Dengan 

Pasal 359 Juncto Pasal 360”, Skripsi Sarjana Universitas Langlangbuana (2011). 

8
Barda Nawawi Airef, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan 

Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 1. 
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dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah 

“perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”
9
 

Sebagai usaha untuk penanggulangan kejahatan, politik kriminal dapat 

mengejawantah dalam berbagai bentuk. Bentuk yang pertama adalah bersifat 

represif yang menggunakan sarana penal, yang sering disebut sebagai sistem 

peradilan pidana (criminal justice system). Dalam hal ini secara luas sebenarnya 

mencakup pula proses kriminalisasi. Yang kedua berupa usaha-usaha prevention 

without punishment (tanpa menggunakan sarana penal) dan yang ketiga adalah 

mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan 

dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas.
10

 

Menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh 

dengan:
11

 

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application); 

b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); 

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 

pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime 

and punishment/ mass media). 

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar 

dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur 

                                                           
9
Ibid., hlm. 2. 

10
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 

1992), hlm. 8. 

11
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan 

Penyusunan Konsep KUHP Baru), cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 45-46. 
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“nonpenal” (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G. P. Hoefnagels di 

atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam 

kelompok upaya “nonpenal”.
12

 

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan 

lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” 

(penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan 

jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive” 

(pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan 

sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatya juga 

dapat dilihat sebagai tindakan preventif  dalam arti luas.
13

 

Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminil, keseluruhan kegiatan 

preventif  yang nonpenal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat 

strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.
14

 

Salah satu pelaksanaan upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana 

nonpenal melalui usaha pencegahan tanpa harus menggunakan hukum pidana 

yaitu dengan adanya penyelesaian kasus melalui proses perdamaian. Kasus yang 

diselesaikan melalui proses perdamaian tersebut karena adanya keinginan dari 

masyarakat yang menginginkan kasusnya segera selesai dan tidak lagi menjadi 

rumit, namun tetap saja penyelesaian kasus melalui perdamaian tersebut haruslah 

                                                           
12

Ibid. 

13
 Ibid. 

14
 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: 

Alumni, 2010), hlm. 159 
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memprioritaskan hak-hak korban yaitu seperti mendapat ganti rugi. Penyelesaian 

tersebut dapat didukung dengan adanya kewenangan diskresi kepolisian. 

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilainnya sendiri” 

adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang dalam 

bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan 

betul-betul untuk kepentingan umum. Secara umum, kewenangan ini dikenal 

sebagai “Diskresi Kepolisian” yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan 

keperluannya untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban.
15

 

Pengertian wewenang diskresi merupakan pemberian keabsahan untuk 

melakukan suatu tindakan bagi pejabat Polri selaku penyelidik dan penyidik 

(reserse, lalu lintas yang mengemban tugas penyidikan misal terhadap kasus 

kecelakaan lalu lintas (laka lantas). Untuk dapat melakukan penyidikan di 

antaranya pemanggilan Pro justitia, penangkapan, penahanan, penggeledahan, 

penyitan dan langkah penyidikan lainnya mereka harus mendasarkan kepada asas 

wewenang diskresi. Menurut purwadinata asas wewenang dapat diartikan sebagai 

berikut : 

1. Menurut dasar dan atau alas yang dapat disebut fundamen, 

2. Sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir dan 

3. Cita-cita yang menjadi dasar.
16

 

                                                           
15

 Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), (Surabaya: 

Laksbang Mediatama, 2007), hlm. 98. 

16
 Ismu Gunadi Widodo, Aspek Yuridis Pornografi/aksi Memahami Wewenang Diskresi 

Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pornografi/aksi, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), 

hlm. 65. 
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Oleh karena sebab itu, jika diskresi penyidik dihubungkan dengan asas 

wewenang, merupakan dasar pokok atau prinsip yang harus ditaati oleh pejabat 

Kepolisian Republik Indonesia.
17

 

Pengaturan kecelakaan lau lintas sudah dijelaskan dalam Undang-Undang 

No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana sesuai 

dengan pasal 230 yang menyebutkan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas baik 

yang ringan, sedang maupun yang berat harus diproses sesuai dengan acara 

peradilan pidana. Namun terdapat pengecualian pada kecelakaan ringan, apabila 

dalam kecelakaan tersebut di antara para pihak yang terkait sepakat untuk 

berdamai atau tidak ingin melanjutkan perkaranya sampai ke pengadilan maka 

bisa saja hal tersebut dilakukan sesuai dengan penjelasan pasal 236 ayat (2) yang 

menyebutkan bahwa kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) pada kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 

(2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara 

para pihak yang terlibat. Dengan begitu jelas bahwa yang dapat diselesaikan di 

luar pengadilan hanyalah kecelakaan jenis ringan saja. 

Namun pada realitanya banyak kasus kecelakaan yang bukan tergolong 

ringan diselesaikan di luar pengadilan, karena mayoritas masyarakat yang 

menginginkan hal tersebut mereka beranggapan bahwa ketika perkara kecelakaan 

lalu lintas dapat diselesaikan secara perdamaian di antara para pihak akan lebih 

menguntungkan karena dalam proses perdamaian atau kekeluargaan tersebut akan 

ditemukan win-win solution, yang mana dengan win-win solution tersebut akan 

                                                           
17

 Ibid., hlm. 66. 
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dapat menguntungkan kedua belah pihak. Di sinilah pentingnya aparat penegak 

hukum yang seharusnya tidak hanya berpatokan pada asas kepastian hukum saja 

melainkan juga harus melihat pada keadilan yang sebenarnya yang mana keadilan 

tersebut tidak selamanya didapatkan lewat jalur proses acara pidana. 

Kita perlu mengajak para penegak hukum kita untuk menggunakan mata 

hati nurani untuk menjalankan undang-undang itu secara cerdas dan bermakna. 

Tidak terkungkung oleh cara berfikir yang positivis dogmatis yang sangat kental 

sifat formal dan legalistiknya hanya mengotak-atik undang-undang secara 

rasional, dengan paradigma yang lebih realistik yang sesuai dengan struktur sosial 

bangsa Indonesia.
18

 

Penyelesaian perkara pidana yang menempatkan negara berhadapan dengan 

pelaku tindak pidana saat ini sering menimbulkan rasa tidak puas baik dari pihak 

korban, maupun pelaku tindak pidana. Korban merasa tidak diperhatikan 

kepentingannya sedangkan sanksi pidana yang terbatas menyebabkan pelaku 

tindak pidana merasa diperlakukan tidak sesuai dengan perbuatan yang telah 

dilakukan.
19

 

Adanya ketidakpuasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum pidana yang 

dilakukan oleh negara, baik oleh pelaku dan korban tindak pidana, menjadikan 

mediasi sebagai salah satu alternatif yang dapat ditawarkan, mengingat dengan 

mediasi pidana korban dan pelaku tindak pidana dapat mencari dan mencapai 

                                                           
18

Muladi, Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum 

dan Masyarakat, cet. Ke-3 (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 36. 

19
Trisno Raharjo, Mediasi Pidana…., hlm. 102. 
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kesepakatan yang paling mendekati kehendak dan kepentingan korban dan pelaku 

tindak pidana.
20

 

Indonesia bukanlah suatu negara tunggal yang hanya dimiliki oleh segelintir 

orang saja, melainkan Indonesia adalah negara komunal yang mengakomodasi 

semua bentuk perbedaan yang termanifestasi dalam falsafah negara yaitu 

Pancasila. Keberadaan masyarakat komunal inilah meniscayakan bahwa untuk 

menyelesaikan suatu persoalan di Indonesia tidak bisa menggunakan satu ukuran 

semata yaitu kepastian hukum, karena ketika itu terjadi maka tidak menutup 

kemungkinan akan banyak nilai-nilai kemanusiaan dan sendi-sendi keadilan akan 

dikorbankan. Kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan memang menjadi 

tujuan hukum itu sendiri, namun tidak berarti bahwa ada suatu garis hierarkhi di 

antara ketiganya untuk dijadikan sebagai alasan pembenar oleh penegak hukum. 

Realitas yang terjadi penegak hukum seringkali hanya terpaku pada asas kepastian 

hukum.
21

 

Nilai-nilai keadilan merupakan sesuatu perwujudan yang sifatnya mutlak, 

nilai-nilai dasar kemanfaatan mengarahkan hukum pada pertimbangan pemenuhan 

kebutuhan masyarakat pada suatu saat tertentu, sehingga hukum itu mempunyai 

peranan yang nyata bagi masyarakat. Sedangkan kepastian hukum akan lebih 

melihat bekerjanya hukum sebagai suatu susunan peraturan yang logis dan 

tertutup.
22

 

 

 

                                                           
20

Ibid. 
21

Faisal, Menerobos Positivisme…, hlm. xiii. 
22

Ibid.,  hlm. 9.  



16 
 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan 

metode yang baik dan sesuai dapat memungkinkan terciptanya tujuan yang tepat 

dan benar. Berikut ini metode yang digunakan dalam penulisan ini: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan kombinasi yaitu penelitian lapangan (field 

research) dan penelitian kepustakaan (library research). 

a. Penelitian Kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang 

menggunakan bahan sekunder sebagai bahan dasar acuannya 

dengan cara membaca dan mempelajari bahan – bahan yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan 

cara mempelajari buku, perundang-undangan dan lain 

sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan. Penelitian 

kepustakaan (library research) digunakan untuk menemukan 

atau merumuskan penegakan hukum tindak pidana lalu lintas. 

b. Penelitian Lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang 

dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap 

objek tertentu yang didukung dengan bahan – bahan dari buku 

maupun tulisan, merupakan penelitian yang dilaksanakan terjun 

langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer 

yang,berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu 

dengan melakukan wawancara observasi agar mendapatkan data 

yang cukup akurat. 
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2. Sifat Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif 

analitik,  yakni menelaah atau menganalisis pasal – pasal dalam Undang-

Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP (Kitab Undang – undang 

Hukum Acara Pidana), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), 

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan data 

yang telah dikumpulkan kemudian akan dilakukan analisa, hasil analisa 

tersebut akan dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah dan 

pengambilan kesimpulan. 

3. Pendekatan penelitian 

Penyusun menggunakan pendekatan yuridis yakni mendekatkan 

masalah dengan ketentuan peraturan – peraturan atau undang – undang, 

serta Empiris yakni mendapatkan data secara langsung dari lapangan. 

4.      Sumber data 

Pengumpulan data yang digunakan menelaah terhadap bahan-bahan 

pustaka dan lapangan yang dalam penelitian hukum mencakup data primer 

dan data sekunder yaitu : 

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari pihak pertama. Data 

primer ini akan diperoleh secara langsung dari narasumber di 

lokasi penelitian yaitu dari pihak kepolisian sebagai salah satu 

aparat penegak hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan 
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juga responden dari salah satu kasus tindak pidana kecelakaan 

lalu lintas di Polres Bantul yaitu pihak tersangka atau korban 

untuk melakukan cross cek kebenaran hasil wawancara dengan 

pihak Kepolisian di Polres Bantul. 

b. Data sekunder merupakan data dalam penelitian yang diambil 

dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Data sekunder 

diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur 

yang berkaitan dengan teori yang mendukungnya. 

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Untuk 

menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan 

preskripsi mengenai apa yang seyogianya, peneliti memerlukan sumber-

sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer 

maupun sekunder.
23

 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai 

otoritas (autoritatif).
24

 yakni : 

1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana 

2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP 

(Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana) 

3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan 

                                                           
23

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 

47. 
24

Ibid. 
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4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia 

5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum 

yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri 

atas : 

1) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau 

beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, 

dan disertasi hukum. 

2) Kamus-kamus Hukum 

3) Jurnal-jurnal hukum.
25

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data diperlukan agar data yang diperoleh 

merupakan data – data yang akurasi dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Dalam penelitian ini akan dilakukan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut : 

a. Wawancara (interview), yaitu dengan cara melakukan tanya 

jawab kepada pihak – pihak yang terkait ataupun menangani. 

Dalam hal ini yakni Kaurbinopsnal (Kepala Urusan Pembinaan 

dan Operasional) Lalu Lintas serta Penyidik pembantu Unit 

                                                           
25

Ibid., hlm. 54. 
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Kecelakaan Lalu Lintas Polres Bantul dan juga pihak pelaku 

tindak pidana kecelakaan lalu lintas. 

b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data atau bahan-bahan berupa 

dokumen. Data tersebut berupa arsip-arsip, foto-foto, laporan, 

serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung penyusunan skripsi 

ini. 

5. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian akan dilakukan di Wilayah Polres Bantul. 

6.      Analisa Data 

  Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain, 

dilakukan untuk menganalisis pokok masalah yaitu berkaitan dengan 

penyelesaian nonpenal dalam kecelakaan lalu lintas serta  . Kemudian 

dideskripsikan setelah itu dianalisis pokok permasalahan tersebut. 

Analisa data kualitatif adalah deduktif, yaitu bertolak dari hal – hal 

yang bersifat umum ke khusus. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yaitu urutan persoalan atau permasalahan yang 

dijelaskan dalam bentuk tulisan yang membahas skripsi ini dari awal hingga akhir 

secara keseluruhan. 
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Pada bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang memberikan 

ilustrasi guna memberikan informasi yang bersifat umum dan sistematis terdiri 

dari latar belakang masalah, rumusan  masalah,  tujuan dan kegunaan penelitian, 

telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Pada bab kedua, pembahasan ditujukan pada Tinjauan Umum tentang Pola 

Kebijakan Aparat Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Pidana dengan Sarana 

Non-penal, Tinjauan Umum tentang Kepolisian, Teori Penanggulangan 

Kejahatan, serta Proses Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan 

Retributive Justice dan Restorative Justice. 

Pada bab ketiga, pembahasan ditujukan pada Pengaturan Tindak Pidana 

Kecelakaan Lalu Lintas dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, Tindak Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas, serta 

Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. 

Pada bab keempat, pembahasan ditujukan pada hasil penelitian dan 

analisis data tentang Penyelesaian non-penal terhadap perkara kecelakaan lalu 

lintas No. Pol: LP/106/II/2014/Lantas di Polres Bantul. 

Pada bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang 

berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penyusun akan menguraikan 

mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini merupakan jawaban dari 

pokok masalah yang ada pada bab pertama. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.     Kesimpulan  

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh penyusun melalui penelitian di 

Wilayah Polres Bantul tentang penyelesaian non-penal terhadap perkara 

kecelakaan lalu lintas No. Pol: LP/106/II/2014/Lantas, maka diperoleh 

kesimpulan mengenai beberapa hal yaitu sebagai berikut: 

1. Penyelesaian non-penal terhadap perkara kecelakaan lalu lintas No. 

Pol: LP/106/II/2014/Lantas dilakukan karena kebijakan non-penal 

melalui kewenangan diskresi kepolisian, penggunaan kebijakan non-

penal dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas yaitu melalui 

penyelesaian di luar pengadilan dengan cara diadakan pertemuan di 

antara kedua belah pihak (pihak tersangka dan korban) untuk 

melakukan musyawarah guna menemukan solusi terbaik yang 

menjadikan kedua belah pihak tersebut sama-sama merasakan 

keadilan, ketika dalam musyawarah tersebut terjadi kesepakatan, 

maka kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk surat kesepakatan 

damai. Dengan cara seperti itu dirasakan dapat memenuhi tiga unsur 

penegakan hukum yaitu, unsur kepastian hukum, unsur keadilan serta 

unsur kemanfaatan, dibandingkan dengan diselesaikan melalui jalur 

formal. 
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2. Penyelesaian non-penal dalam perkara No. Pol: 

LP/106/II/2014/Lantas tersebut pada dasarnya tidak sesuai dengan 

empat komponen yang harus terpenuhi dalam melaksanakan 

kewenangan diskresi dan juga tidak sesuai dengan Undang-Undang 

No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, 

dalam kasus ini apabila tidak diselesaikan di luar pengadilan maka 

untuk pihak tersangka yang sudah mengalami luka berat, dan juga 

mengalami kerugian materi yang sangat banyak tidak ada manfaat 

yang akan didapat tapi justru kemudharatan. Sesuai dengan tujuan 

kebijakan sosial yang menginginkan tercapainya social defence 

(perlindungan terhadap masyarakat) dan social welfare (kesejahteraan 

masyarakat). Bagaimana bisa masyarakat merasa sejahtera apabila 

masyarakat merasa perlindungan yang diberikan oleh negara belum 

terpenuhi. Untuk apa menggunakan hukum pidana dalam 

menyelesaikan perkara apabila dengan menggunakan kebijakan non-

penal  untuk mencapai keadilan restorative saja kedua belah pihak 

sudah dapat merasakan keadilan. 

B.      Saran 

1. Hendaknya untuk pelaksanaan penyelesaian kasus kecelakaan lalu 

lintas yang menggunakan sarana non-penal dibuatkan sebuah 

peraturan baik berupa Peraturan Kapolri maupun Surat Kapolri agar 

digunakan sebagai landasan penyelesaian kasus kecelakaan tersebut. 
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2. Hendaknya dalam melaksanakan tugas sebagai aparat penegak hukum 

tidak hanya hanya mengacu pada unsur kepastian hukumnya saja, 

namun juga kedua unsur tujuan hukum lainnya yaitu unsur keadilan 

dan manfaatpun perlu dipertimbangkan. 

3. Hendaknya kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum dapat 

bersikap progresif dalam berfikir dan bersikap. 

4. Hendaknya selalu mengutamakan hati nurani dan rasa kemanusiaan 

daripada hanya mengikuti asas legal-positivis. 

5. Hendaknya dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang 

melalui proses perdamaian, pada saat pertemuan antara pihak-pihak 

yang terkait dalam rangka membahas kesepakatan damai sesuai 

dengan pendekatan Restorative justice polisi dapat menjadi mediator 

tentunnya polisi harus berada di kubu yang netral, agar dalam 

musyawarah polisi dapat memastikan tidak adanya pihak yang merasa 

dipaksa atau terpaksa dan hasil dari musyawarah tersebut membuat 

kedua belah pihak dapat merasakan keadilan. 

6. Hendaknya setiap masyarakat memperioritaskan keselamatan dengan 

cara tertib berlalu lintas dimanapun dan kapanpun serta dalam kondisi 

apapun. 
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